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PENDAHULUAN

Sebelum memasuki diskusi tentang Hadits
dalam  diskursus  (hukum) Islam
kontemporer, penting kiranya

mendeskripsikan definisi, sifat, dan ruang
lingkup Sunnahi pada masa Islam pra-
klasik. Hal ini dikarenakan, baik dalam
bidang keislaman klasik  maupun
kontemporer, diskursus Hadits umumnya
dipahami sekadar modus transmisi. Selain
itu, sebagaimana yang akan dijabarkan
nanti, ketumpangtindihan konseptual
antara konsep Sunnah dan konsep Haditsii
yang dipahami dalam kerangka Ulumul
Hadits juga berpengaruh terhadap
pemahaman kita terhadap bagaimana
fungsi, nilai, dan signifikansi Hadits itu
sendiri dalam pemikiran Islam secara
keseluruhan. Menurut para pakar Hadits
(Muhadditsun),iii Sunnah yang
‘otentik/shahih’ adalah  sekumpulan
narasi yang menjelaskan perilaku (fi'l),
ucapan (qawl), dan praktik yang telah
disetujui  (taqrir)iv. Nabi Muhammad
dalam semua Hadits yang dianggap
‘shahih’ (authentic) menurut standar dan
kriteria Ulumul Hadits.v

Definisi Sunnah semacam ini, yang boleh
diistilahkan sebagai ‘“Sunnah berbasis
Hadits”, memiliki beberapa implikasi
epistemologisnya tersendiri. Pertama, ia
mengasumsikan bahwa ruang lingkup
epistemologis Sunnah sangat bergantung
pada dan—secara otomatis—dibatasi oleh
Hadits, sehingga membuat Sunnah harus
diperlakukan sama dengan Hadits dalam
konteks nilai epistemologisnya.
Konsekuensinya, Hadits pada akhirnya
dipahami sebatas rekam-jejak transmisi
Sunnah. Kedua, definisi tersebut
mengasumsikan bahwa Sunnah secara
metodologis bergantung pada Hadits.
Maksudnya, ketaatan atas praktik-praktik
(legal dan teologis) hanya bisa dan wajib
dipahami dalam kerangka narasi-narasi
masa lalu yang harus bermuara pada Nabi
Muhammad melalui mata-rantai
genealogis perawi yang dapat dipercaya
(isnad). Ketiga, sebagai implikasi lebih
lanjut dari premis kedua di atas, maka
usaha untuk menggabungkan bahkan
mengganti ruang lingkup Sunnah dengan
Hadits dapat dianggap sebagai upaya
untuk mereposisi hubungan simbiosis dan
organis antara konsep Al-Quran dan
Sunnah sejak masa Islam pra-klasik
(Khulafaur Rasyidin). Sejak zaman
Khulafaur Rasyidin, Al-Quran secara
hermeneutis sangat bergantung pada

kompendium Hadits. Keempat, jika demikian
ihwalnya, maka relasi simbiosis dan organis
antara Sunnah dan Al-Quran yang diistilahkan
oleh Graham sebagai “peristiwa profetik”
(Prophetic-Revelatory event) dapat diakhiri,
sehingga ketergantungan hermeneutis Al-Quran
terhadap Hadits pun akan semakin kokoh.
Kelima, sifat, fungsi, dan tujuan Sunnah, yang
lebih dari sekadar praktik etis-religius pun
berpotensi memiliki ruang tawar-menawar
tersendiri dalam diskursus hukum Islam.vi

KRITIK HADITS DALAM PEMIKIRAN
ISLAM KLASIK

Evaluasi atas sebuah Hadits dalam hubungannya
dengan dua sumber normatif Islam, yakni Al-
Quran dan Sunnah, selama periode Islam klasik
(pasca-Imam Syafii), sering dilakukan dengan
tiga  pendekatan. Pendekatan  pertama
dikembangkan oleh para pakar Ulumul Hadits,
atau yang sering dikenal sebagai Muhadditsun,
dalam bidang kritik, transmisi, kompilasi,
maupun klasifikasi Hadits itu sendiri. Dalam
pendekatan ini, fokus utamanya adalah melacak
otentisitas (ke-shahih-an) Hadits berdasarkan

transmisi genealogis isnad yang
mengharuskannya  untuk  lebih  menilai
kemampuan rijal (orang-orang) yang

bertanggung jawab dalam transmisi itu sendiri. vii
Dalam pengertian yang lebih sempit, mereka
yang menggunakan pendekatan ini juga tak
jarang menguji teks atau matan Hadits itu
sendiri.viii Dengan pendekatan inilah otentisitas
Hadits itu dipertaruhkan, sehingga muncul
klasifikasi yang jelas, mulai dari Hadits yang
diyakini shahih, shahih li ghairih, hingga yang
dha’if. Masalah utama dari pendekatan ini
terletak bukan hanya pada masih langkanya bukti
material dari pemikiran Islam abad pertama yang
hingga saat ini masih menuai banyak perdebatan
di antara para sarjana Muslim dan non-Muslim
yang tentu berpengaruh terhadap kebenaran
historis isnad sebagai sarana penilaian
keshahihan Hadits, melainkan juga pada sifat
subjektif dari kriteria yang digunakan dalam
penilaian Hadits itu sendiriix dan lemahnya
standardisasi terminologis dalam Ulumul Hadits
klasik.x

Pendekatan lain dalam mengevaluasi Hadits
adalah pendekatan yang murni epistemologis.
Pendekatan ini umumnya ditempuh oleh para
sarjana  hukum Islam (Ushuliyyun) dalam
diskursus yurisdiksi Islam sebagai—meminjam
terminologi ~ Zysow—‘ekonomi  kepastian’
(economy of certainty).xi Metode ini diterapkan
dengan mengembangkan kriteria-kriteria yang
berkaitan dengan jumlah transmisi pengetahuan
berdasarkan probabilitas (tingkat kemungkinan)
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tertentu. Pertanyaan-pertanyaan seperti
kapan persisnya dan pada level apa ranah
akal manusia menerima transmisi
pengetahuan  itu, menjadi standar
penilaian yang sering digunakan dalam
pendekatan ini. Tidak heran jika dalam
pendekatan ini muncul perdebatan tentang
kepastian (yaqin), pengetahuan langsung
(dharuri), atau  keraguan  (dzan).
Klasifikasi Hadits berdasarkan pendekatan
ini pun sangat beragam, mulai dari Hadits
ahad yang berarti hanya didasarkan pada
pengetahuan yang ragu-ragu, hingga
Hadits mutawatir yang berarti disepakati
oleh banyak perawi yang berkeyakinan
tinggi, bahkan yang sudah dianggap
mencapai pengethauan dharuri.
Kelemahan utama dari pendekatan ini
adalah hanya sedikit sekali, bahkan tidak
sampai lebih selusinxii atau—menurut
sebagian peneliti—tidak ada satu pun,xiii
Hadits yang Dbenar-benar memenuhi
kriteria level transmisi mutawatir.

Pendekatan lain dalam menilai Hadits
dilakukan oleh sebagian Ushuliyyun.
Namun, berbeda dari pendekatan
sebelumnya. Pendekatan kali ini lebih
berkaitan dengan metodologi hukum
Islam atau sering dikenal sebagai Ushul
Figh. Profesor M.H. Kamali
mendefinisikan Ushul Figh sebagai ilmu
yang ‘berkaitan dengan sumber-sumber
hukum Islam, urutan prioritasnya, dan
metode-metode yang digunakan untuk
memutuskan suatu aturan hukum dari
sumber-sumber  utama  Syariah.’xiv
Sementara itu, Ahmad memberi definisi
yang lebih rinci tentang Ushul Figh
sebagai ilmu yang terdiri dari tiga unsur:
(1) teori penentuan hukum praktis
(ahkam) yang dianggap sebagai intisari
pemikiran hukum; (2) sumber-sumber
hukum, baik yang tekstual maupun yang
ektra-tekstual; dan (3) prinsip-prinsip
penalaran hukum yang menghubungkan
dua unsur sebelumnya, sumber hukum
dan penentuan hukum praksis.xv

Artikel ini dimaksudkan untuk menelaah
pendekatan yang terakhir ini. Penting
dicatat bahwa sumber-sumber tekstual
dan ekstra-tekstual, metode-metodenya,
urutan  prioritasnya, dan  prinsip-
prinsipnya yang menghubungkan sumber-
sumber hukum dan penentuan hukum
praksis tersebut telah menandai perubahan
penting selama periode pra-klasik sebelum
pada akhirnya semakin jelas pada periode
yang lebih belakangan. Modifikasi
pertama  berkaitan  dengan  relasi

konseptual dan hermeneutis antara Al-Quran—
Sunnah, Sunnah—Hadits, (dan karenanya Al-
Quran—Hadits), lalu peran akal vis-a-vis Al-
Quran, Sunnah, dan Hadits, kemudian konsep
konsensus antara para pakar hukum (ijma’).
Dalam penelitiannya, Duderija memperlihatkan
bahwa hubungan hermeneutis dan simbiosis
antara Al-Quran dan Sunnah mulai berakhir
ketika sifat dan konsep Sunnah itu sendiri secara
epistemologis dan metodologis saling tumpang
tindih dengan Hadits yang secara hermeneutis
justru membatasi Al-Quran dan penafsiran
terhadapnya, karena penafsiran Al-Quran
dianggap sah jika dilakukan bersamaan dengan
penafisran terhadap Hadits.xvi Selanjutnya,
ketika model Ushul Figh secara hierarkis
ditempatkan dalam struktur relasi Al-Quran dan
Sunnah yang menjadi dua sumber pertama
sebelum ijma’,xvii maka sumber-sumber ekstra-
tekstual seperti nalar/akal atau nilai-nilai etis
yang memiliki  posisi  penting dalam
konseptualisasi Al-Quran dan Sunnah selama
periode pemikiran Islam kontemporer, secara
hermeneutis tidak akan diperhitungkan.xviii

Pada periode Islam klasik, praktik ijtihad
sebenarnya telah berhasil membuka kran bagi
metodologi penafsiran Al-Quran dan Hadits
yang lebih rasional dan kontekstual. Namun,
lambat-laun, prinsip tersebut justru diabaikan
kembali keberadaannya, utamanya pada periode
pasca-Imam Syafii, karena ia terhalang oleh
prinsip ijma’. xix Semua faktor inilah yang
memunculkan asumsi bahwa hukum Islam dapat
dibenarkan hanya jika ia dikaitkan secara
hermeneutis dengan ranah profetik (Al-Quran
dan Hadits), dan bukan disandingkan secara
diskursif dengan tradisi yuridis pada umumnya.
Hal ini pula yang menandai suatu pergeseran
paradigmatik dalam ilmu Ushul Figh, suatu

pergeseran yang menurut Duderijaxx
menggambarkan perpindahan dari tradisi
diskursif ke tradisi hermeneutik (yang

menempatkan hukum sebagai turunan dari
sumber profetik).

Bahkan, selama periode tramsisi dari pemikiran
Islam pra-klasik menuju klasik, perubahan-
perubahan metodologis juga terjadi dalam ruang
lingkup Al-Quran dan Sunnah. Keduanya
dipahami lebih sebagai etika-moral dan religius,
bukan sebagai suatu terma hukum yang sudah
fixed. Misalnya, beberapa praktik tertentu yang
tidak memiliki landasan tekstual Al-Quran dan
Sunnah dulunya dibenarkan asalkan sesuai
dengan konsep etis, seperti keadilan atau
kejujuran, dengan cara mengkontekstualisasi
dampak-dampak lebih luas dari praktik tersebut
terhadap kebaikan bersama, misalnya dengan
mempertimbangkan mashlahah dan
rukhshahnya.xxi Selain itu, konsep Sunnah
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dulunya tidak melulu berhubungan
dengan pribadi Nabi, melainkan juga
mencakup keputusan dan praktik para
Khulafaur Rasyidin, seperti Abu Bakar
dan Umar bin Khattab, serta beberapa
masyarakat Muslim (misalnya pada
Sunnah-Sunnah berdasarkan ‘amal di
Madinah atau  Sunnah-Sunnah al-
ma’rufah di  Iraq).xxii  Perubahan
hermeneutis dan konseptual ini tentu saja
berdampak pada bagaimana umat Muslim
kini mengkonseptualisasikan,
menginterpretasikan, dan menerjemahkan
ajaran-ajaran  Al-Quran dan Sunnah
Rasul. Ketika konsep pra-klasik Sunnah
diposisikan sebagai praktik inklusif yang
juga  mempertimbangkan  maqashid
syariah sebagaimana yang terjadi di Iraq
dan Madinah tersebut, maka ia
sebenarnya sedang Dberperan dalam
membuka kran
interpretasi/ijtihad/penafsiran yang jauh
lebih terbuka dibandingkan konsep Hadits
yang kini sangat bergantung pada
pendekatan normatif sebagaimana yang
sudah dijelaskan di depan.

Tepat pada posisi inilah, ketika relasi
hermeneutis antara Al-Quran dan Sunnah
mulai dilonggarkan, untuk memberikan
keleluasan epistemologis yang lebih besar
terhadap ruanglingkup Sunnah tersebut,
sekaligus menggantikan posisi Sunnah
dengan Hadits yang ‘Al-Quran sentris’,
maka ilmu Ushul Figh bisa
dipertimbangkan untuk disandingkan
dengan Sunnah itu sendiri. Hanya dengan
cara seperti inilah, yakni menyandingkan
Sunnah dengan Ushul Fiqih, maka
rumusan-rumusan Sunnah yang dulunya
pernah dipraktikkan oleh para Khulafaur
Rasyidin akan mampu mengakomodir
sekaligus menerima teori Ushul Figh yang
berbasis Hadits dan Al-Quran.xxiii

REPOSISI METODOLOGIS SUNNAH
DALAM KERANGKA USHUL FIQH

Sebagaimana yang telah dijelaskan di
depan, selama periode pemikiran Islam
pra-klasik, diskursus Al-Quran dan
Sunnah memiliki relasi yang organis,
simbiosis, dan interdependen karena
kedua sumber itu dikonseptualisasikan
sebagai kesatuan hermeneutis yang
tunggal dan koheren. Jadi, keduanya tidak
diposisikan sebagai sumber tekstual yang
sudah fixed, tetapi diperlakukan sebagai
konsep etika-religius yang lebih abstrak,
yang tujuan utamanya adalah

menfasilitasi masyarakat Muslim saat itu
berdasarkan prinsip-prinsip etis pada umumnya,
seperti ma’ruf (kebaikan) dan ‘adl (keadilan).
Atas pertimbangan inilah, penulis menawarkan
suatu metodologi baru Sunnah yang sejalan
dengan seluruh pendekatan penafsiran Al-Quran
dan Sunnah dengan tujuan mereposisi Sunnah
dalam kerangka kerja yang lebih populis, etis-
religius.

Dengan pendekatan metodologis yang baru ini,
maka kebutuhan untuk terus menafsirkan Al-
Quran dan pengakuan atas posisi Nabi sebagai
salah satu penafsir paling otoritatif atas Al-Quran
dapat dipenuhi sekaligus karena ia mereposisi
dan memperlakukan Sunnah sebagaimana yang
diperintahkan dalam Al-Quran: “Taatilah Allah
dan RasulNya”. Sunnah merupakan konsep
profetik yang sebenarnya sudah dijalankan oleh
para Muslim terdahulu di Jazirah Arab, yang
menyiratkan bahwa ia juga perlu diperlakukan—
sama seperti Al-Quran—sebagai salah satu
sumber otoritatif atas segala
pengetahuan/praktik normatif yang harus
dipatuhi oleh umat Muslim. Dengan demikian,
penggunaan istilah Sunnah Rasul sebenarnya
telah muncul pada periode pra-klasik, lebih
tepatnya ketika Nabi sendiri masih hidup.

Fakta ini mempertegas bahwa sejak awal
kemunculannya, Al-Quran dan Sunnah memiliki
relasi hermeneutis, simbiosis, dan konseptual
yang sangat erat. Jadi, ruang lingkup dan sifat
keduanya bisa dianggap mirip. Keduanya seperti
dua sisi dari mata uang. Kesamaan ruang lingkup
yang dimaksud di sini adalah bahwa baik Al-
Quran maupun Sunnah sama-sama
mengakomodir sumber-sumber pengetahuan
ekstra-tekstual pada ranah yang sama, sedangkan
yang dimaksud dengan kesamaan sifat
antarkeduanya adalah karena Al-Quran dan
Sunnah sama-sama memberi perhatian pada
dimensi keberadaan manusia yang mencakup,
misalnya, keyakinan, etika, hukum, dan ritual.
Demikian pula, Sunnah itu sendiri terdiri dari
empat elemen yang mencerminkan elemen-
elemen dari diskursus Al-Quran, yakni: Sunnah
Aqidiyah (Sunnah yang berkaitan dengan
keyakinan), Sunnah Akhlaqgiyyah (Sunnah yang
berbasis moral/akhlak), Sunnah Fighiyah
(Sunnah berbasis hukum), dan Sunnah
‘Ubudiyah/Amaliyah (Sunnah yang berbasis
ritual/praksis).xxiv

Dalam pengertian yang lebih radikal, pendekatan
ini sekaligus memperlihatkan bahwa komponen-
komponen Sunnah, kecuali dimensi
‘ubudiyah/amaliyahnya, pada hakikatnya—
mirip dengan Al-Quran—tidak perlu diragukan
kebenarannya dan tentu saja tidak bergantung
pada transmisi pengetahuan tertulis sebagaimana
Hadits karena ia (Sunnah) secara praksis sudah
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dianggap abadi. Hal ini jelas menunjukkan
betapa kuatnya relasi hermeneutis antara
Al-Quran dan  Sunnah. Ketaatan
melaksanakan prinsip-prinsip Sunnah
pada hakikatnya sangat bergantung pada
interpretasi kita terhadap Al-Quran. Oleh
karena itu, faktor terpenting dalam
menjalankan Sunnah juga Dberkaitan
dengan metodologi yang kita gunakan
dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan
demikian, metode ini setidaknya berhasil
merestorasi hubungan konseptual dan
hermeneutis antara Al-Quran dan Sunnah
yang sudah muncul sejak masa Islam pra-
klasik.  Pendekatan baru terhadap
dinamika Sunnah/Hadits ini, yang
memiliki peran penting dalam teori Ushul
Figh, tidak terhalang oleh teori Ushul Figh
klasik sebagaimana yang disinggung sejak
awal karena pendekatan ini mendislokasi
posisi penting Hadits yang—bersama
dengan ijma’—sudah terlalu mengakar
dalam ranah hermeneutika kontemporer.

Pendekatan ini juga dapat dikembangkan
dengan mereposisi model hermeneutika
Al-Quran yang, misalnya, memberi lebih
banyak ruang pada sumber-sumber non-
tekstual, seperti akal dan nilai-nilai etis.
Hanya dengan cara inilah, penafsiran atas
fenomena sosial berdasarkan pendekatan
etika-moral (maqashid) bisa dijalankan
bersama dengan teori Ushul Figh.xxv

MEMBANGUN KRITERIA BARU
“KRITIK HADITS BERBASIS USHUL
FIQH”

Bagaimana pendekatan metodologis baru
yang sudah dijelaskan secara singkat di
atas mampu membawa kita pada suatu
model kritik/penilaian Hadits berbasis
Ushul Figh? Pada subbab sebelumnya
telah dijelaskan bahwa penilaian Hadits
berbasis isnad dan rijal yang telah
dipopulerkan oleh para Muhadditsun serta
penilaian Hadits oleh para Ushuliyyun
tidak memberi kerangka sistematis yang
memadai tentang relasi Al-Quran dan
Hadits saat ini karena beberapa kelemahan
metodologis dalam premis-premis yang
mendasari dua model penilaian tersebut.
Bahkan, dalam sejarah pemikiran Islam,
kita sudah sering mendengar berbagai
kasus penafsiran teks Al-Quran dan Hadits
yang tidak sistematis namun mengklaim
diri ‘sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah’,
belum lagi dengan berbagai hujatan atas
pemikir Musllim yang dianggap tidak
mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah

sebagaimana yang terjadi pada kasus Imam
Hambali.xxvi

Karena itulah, dibutuhkan suatu metodologi
baru yang dapat memperjelas fungsi Hadits
dalam pemikiran Islam pada umumnya dan
dalam ilmu Ushul Figh pada khususnya
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria ini
sebaiknya (1) mengakui relasi hermeneutis,
simbolis, dan interdependen antara Al-Quran
dan Sunnah yang sudah ada jauh sebelum masa
pemikiran Islam klasik; (2) mempertimbangkan
kembali hubungan konseptual antara Sunnah
dan Hadits yang sebenarnya telah terbentuk
melalui relasi hermeneutis antara Al-Quran dan
Sunnah sebelumnya; (3) menyadari bahwa
rumusan klasik teori Ushul Figh yang tidak
mampu memetakan perbedaan relasional di atas
dapat menyebabkan munculnya teori Ushul Figh
yang hanya berpusat pada teks Hadits ‘normatif’,
bukan pada elemen-elemen Sunnah yang lebih
‘etis’; dan (4) menindaklanjuti metode Ulumul
Hadits yang sangat ‘normatif’ tersebut dengan
metodologi yang baru, suatu metodologi yang
mengakui hubungan hermeneutis antara Al-
Quran dan Sunnah melalui Ushul Figh.

Dengan kriteria yang baru ini, maka
penilaian/kritik  Hadits seharusnya mulai
diarahkan untuk tidak hanya mengurusi

kekuatan otentisitas dan nilai epistemologisnya,
melainkan juga bagaimana pesan di dalamnya
sesuai dengan model hermeneutis Al-Quran-
Sunnah secara umum. Jadi, pertanyaan yang
harus kita ajukan hari ini bukanlah sekadar
apakah Hadits tertentu cacat secara isnad atau
tidak, apakah Hadits itu sudah mutawatir atau
tidak, melainkan juga—yang terpenting—apa
saja  asumsi-asumsi  epistemologis dan
metodologis yang mendasarinya, sehingga kita
bisa menafsirkan dan mengkontekstualisasikan
ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah untuk bisa
memberi perspektif baru, suatu perspektif yang—
berdasarkan penafsiran kita—sesuai dengan teks
Hadits.

PENUTUP

Artikel ini dimaksudkan untuk memperlihatkan
posisi Hadits dalam diskursus hukum Islam
kontemporer, lebih khususnya dalam ilmu Ushul
Figh, yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah
sebagai dasar/sumber pengambilan hukum.
Sebagaimana yang sudah disinggung di depan
bahwa dua model penilaian Hadits yang
dilakukan oleh para Muhaddits dan Ushuliyyun
masih belum mampu menawarkan suatu
metodologi  yang sistematis yang bisa
memperjelas posisi, fungsi, dan peranan Hadits,
baik dalam teologi, filsafat, mistisisme, maupun
utamanya dalam teori hukum Islam. Dengan
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mengkonseptualisasikan kembali ruang
lingkup Al-Quran dan Sunnah pada masa
Islam pra-klasik, yang  ternyata
menunjukkan begitu kuatnya relasi
hermeneutis antarkeduanya, studi ini
ingin menggugah pembaca untuk
mempertanyakan secara kritis metodologi
Muhaddits dan Ushuliyyun yang sejauh
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